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Abstrak 
Korupsi dalam administrasi publik di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan berakar kuat. Fenomena ini
tidak  hanya  menghambat  pembangunan,  tetapi  juga  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi
pemerintah.  Beberapa  tantangan  utama  dalam  pemberantasan  korupsi  termasuk  lemahnya  penegakan  hukum,
budaya korupsi yang telah mengakar, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam birokrasi.  Meskipun
berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pembentukan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), korupsi masih menjadi hambatan besar bagi tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia, serta merumuskan strategi yang efektif  untuk mengatasi masalah tersebut. Strategi-strategi
yang  dibahas  meliputi  penguatan  lembaga  antikorupsi,  digitalisasi  layanan  publik,  peningkatan  partisipasi
masyarakat, dan reformasi birokrasi.  Penguatan lembaga antikorupsi diperlukan agar memiliki independensi dan
kapasitas  yang  memadai  dalam  penegakan  hukum,  sementara  digitalisasi  layanan  publik  diyakini  dapat
meningkatkan  transparansi  dan  mengurangi  peluang  korupsi.  Selain  itu,  partisipasi  masyarakat,  baik  melalui
pelaporan tindakan korupsi maupun pengawasan publik, memiliki peran penting dalam mengawasi praktik korupsi
di sektor publik.
Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan proses administrasi yang lebih sederhana,
efisien, dan terbebas dari praktik korupsi. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, diharapkan Indonesia
dapat  menghadapi  tantangan korupsi  secara lebih efektif  dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan
akuntabel. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah
strategis untuk memberantas korupsi di sektor administrasi publik di Indonesia.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi  merupakan  salah  satu  isu  yang  paling  mengkhawatirkan  dalam  administrasi

publik  di  Indonesia.  Meskipun  negara  ini  telah  menerapkan  berbagai  kebijakan  dan

membentuk lembaga-lembaga antikorupsi, tantangan untuk memberantas korupsi masih

sangat besar. Korupsi di sektor administrasi publik tidak hanya mengakibatkan kerugian

finansial  yang  signifikan,  tetapi  juga  menurunkan  kualitas  pelayanan  publik,  merusak

kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah,  dan  menghambat  proses  pembangunan

nasional.

Administrasi  publik  adalah  pilar  penting  dalam menjalankan  fungsi  pemerintahan  dan

pelayanan kepada masyarakat.  Sayangnya,  korupsi  sering kali  ditemukan dalam proses

administrasi  tersebut,  mulai  dari  tahap  perencanaan  hingga  implementasi  kebijakan.

Korupsi  dalam  administrasi  publik  dapat  berbentuk  suap,  penggelapan  dana  publik,

nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, berbagai laporan menunjukkan

bahwa korupsi terjadi di berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Praktik

korupsi ini sering kali dilakukan secara sistemik dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari

pejabat publik hingga pihak swasta yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan

pribadi atau kelompok.

Laporan  Transparency  International  menunjukkan  bahwa  pada  2022,  Indonesia

menempati peringkat ke-110 dalam Indeks Persepsi Korupsi dari 180 negara, dengan skor

yang  masih  jauh  dari  memuaskan.  Meskipun  beberapa  tahun  terakhir  ada  penurunan

jumlah kasus korupsi  di  level  nasional,  tantangan untuk mengurangi  korupsi  di  tingkat

lokal dan sektor-sektor tertentu masih sangat besar.  Indonesia telah membentuk Komisi

Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  berperan  penting  dalam  menangani  kasus-kasus

korupsi  besar.  Namun,  upaya pemberantasan korupsi  masih dihadapkan pada berbagai

hambatan, termasuk lemahnya penegakan hukum, budaya korupsi yang sudah mengakar,

dan kurangnya transparansi dalam administrasi publik.

Lemahnya penegakan hukum sering kali membuat pelaku korupsi, terutama mereka yang

memiliki posisi tinggi di pemerintahan, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini

memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Di sisi  lain,  budaya korupsi

yang mengakar membuat praktik-praktik seperti suap, nepotisme, dan patronase dianggap

sebagai hal yang lumrah di kalangan pejabat publik. Kurangnya transparansi dalam proses
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pengambilan  keputusan  dan  alokasi  anggaran  juga  membuka  peluang  terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan.

Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  tantangan  utama  dalam  pemberantasan

korupsi di sektor administrasi publik di Indonesia dan merumuskan strategi-strategi yang

dapat  diterapkan untuk  mengatasi  permasalahan tersebut.  Pendekatan  yang  diusulkan

meliputi  penguatan  lembaga  antikorupsi,  digitalisasi  layanan  publik,  peningkatan

partisipasi  masyarakat,  serta  reformasi  birokrasi.  Dengan  membahas  tantangan  dan

strategi ini, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas mengenai upaya yang

perlu dilakukan untuk menciptakan administrasi publik yang lebih bersih dan akuntabel.

Pembahasan

1. Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Administrasi Publik

a. Lemahnya Penegakan Hukum

Salah  satu  tantangan  terbesar  dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  adalah

lemahnya  penegakan  hukum.  Meskipun  Indonesia  memiliki  lembaga-lembaga  penegak

hukum yang bertugas untuk menangani kasus korupsi, banyak kasus yang berlarut-larut

tanpa  penyelesaian  yang  jelas.  Proses  hukum  sering  kali  menghadapi  kendala  karena

adanya  intervensi  politik,  terutama  ketika  pelaku  korupsi  adalah  pejabat  tinggi  yang

memiliki kekuasaan dan pengaruh. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap

sistem peradilan di Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh rendahnya kapasitas lembaga penegak

hukum dalam menangani korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Kurangnya  sumber  daya,  baik  dalam  bentuk  tenaga  ahli  maupun  teknologi,  membuat

proses  investigasi  dan  penuntutan  korupsi  berjalan  lambat.  Selain  itu,  korupsi  dalam

lembaga penegak hukum sendiri,  seperti  kepolisian dan kejaksaan,  turut  memperparah

masalah ini.  Kasus suap atau penyuapan untuk menghentikan proses hukum sering kali

terjadi, sehingga pelaku korupsi merasa aman dari jeratan hukum.

b. Budaya Korupsi yang Mengakar

3



Budaya korupsi  di  Indonesia telah mengakar kuat,  terutama di  kalangan birokrasi  dan

pejabat publik. Suap, nepotisme, dan patronase telah menjadi bagian dari praktik sehari-

hari dalam pemerintahan. Banyak pejabat publik yang memanfaatkan posisi mereka untuk

kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip

good governance dan pelayanan publik.

Salah satu bentuk budaya korupsi yang paling terlihat adalah praktik suap dalam proses

pengadaan barang dan jasa.  Pejabat  publik sering kali  meminta komisi  atau "fee" dari

kontraktor atau pihak swasta yang ingin memenangkan proyek pemerintah. Hal ini tidak

hanya  merugikan  negara,  tetapi  juga  menciptakan  inefisiensi  dalam  pelayanan  publik

karena proyek yang dikerjakan sering kali tidak sesuai standar.

Budaya  korupsi  juga  diperkuat  oleh  adanya  sistem  patronase,  di  mana  pejabat  publik

memberikan  posisi  penting  kepada orang-orang  yang  memiliki  kedekatan  pribadi  atau

keluarga, bukan berdasarkan meritokrasi. Hal ini menyebabkan rendahnya kompetensi di

dalam birokrasi, yang pada akhirnya menghambat kinerja pemerintahan.

c. Kurangnya Transparansi dalam Administrasi Publik

Kurangnya transparansi dalam administrasi publik merupakan tantangan besar lainnya

dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Proses  pengambilan  keputusan  yang  tidak

transparan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, menciptakan ruang bagi praktik

korupsi. Pejabat publik sering kali menyalahgunakan kewenangannya untuk mengalihkan

anggaran kepada proyek-proyek yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Di banyak daerah, laporan keuangan pemerintah sering kali tidak diaudit dengan baik, dan

masyarakat  tidak  memiliki  akses  yang  memadai  terhadap  informasi  terkait  alokasi

anggaran. Hal ini membuat kontrol publik terhadap administrasi publik menjadi lemah.

Transparansi yang rendah juga membuka peluang bagi pejabat untuk memanipulasi data

atau menyembunyikan penggunaan dana publik yang sebenarnya.

2. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

a. Penguatan Lembaga Antikorupsi

Salah satu strategi utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah penguatan

lembaga-lembaga  antikorupsi  seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Sebagai

lembaga independen, KPK memiliki mandat untuk menangani kasus-kasus korupsi besar
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yang melibatkan pejabat tinggi. Namun, KPK sering kali menghadapi tekanan politik dan

upaya untuk melemahkan wewenangnya, seperti yang terlihat dari revisi Undang-Undang

KPK pada 2019.

Untuk memastikan efektivitas KPK dan lembaga lainnya, pemerintah perlu memperkuat

independensi lembaga-lembaga ini dan melindungi mereka dari intervensi politik. Selain

itu,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  dalam  investigasi  dan

penuntutan  korupsi  juga  diperlukan.  Lembaga-lembaga  antikorupsi  harus  dilengkapi

dengan alat yang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi yang semakin canggih

dan kompleks.

b. Digitalisasi Layanan Publik

Digitalisasi  layanan  publik  merupakan  salah  satu  cara  yang  efektif  untuk  mengurangi

peluang  korupsi.  Dengan  memanfaatkan  teknologi  digital,  pemerintah  dapat

meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  administrasi  publik.  Misalnya,

penerapan sistem e-government dan e-procurement dapat mengurangi interaksi langsung

antara pejabat publik dan masyarakat, sehingga mengurangi peluang terjadinya suap.

Sistem  e-procurement,  misalnya,  memungkinkan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa

dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.  Hal ini meminimalkan peluang

terjadinya  manipulasi  dalam  proses  pengadaan  dan  memastikan  bahwa proyek-proyek

pemerintah dijalankan dengan transparan.

Selain itu, digitalisasi juga dapat diterapkan dalam sistem pembayaran pajak, pelayanan

kesehatan,  dan  pelayanan  administratif  lainnya.  Dengan  adanya  sistem  digital,  proses

administrasi  menjadi  lebih  cepat,  efisien,  dan  mudah  diawasi  oleh  publik.  Hal  ini

menciptakan  lingkungan  yang  lebih  transparan  dan  mengurangi  peluang  bagi  pejabat

publik untuk menyalahgunakan wewenangnya.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pemberantasan  korupsi  tidak  dapat  dilakukan  hanya  oleh  pemerintah;  partisipasi

masyarakat juga sangat penting. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi jalannya

pemerintahan dan melaporkan tindakan-tindakan korupsi yang terjadi di lingkungannya.

Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  untuk  menciptakan  mekanisme  yang

memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pemberantasan korupsi.
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Salah satu  cara untuk meningkatkan partisipasi  masyarakat  adalah melalui  pelaporan

tindakan korupsi. Pemerintah harus menyediakan platform yang aman dan mudah diakses

bagi  masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi  tanpa takut akan intimidasi  atau

balasan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat.  Selain  itu,  pendidikan  antikorupsi  perlu

ditingkatkan, baik melalui kurikulum di sekolah maupun kampanye-kampanye publik, agar

masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bahaya korupsi dan bagaimana

cara melawannya.

d. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam menciptakan administrasi publik

yang lebih bersih dan efisien. Birokrasi yang rumit dan lambat sering kali  menciptakan

peluang  bagi  korupsi,  terutama  ketika  pejabat  publik  memanfaatkan  prosedur  yang

panjang  untuk  meminta  suap  atau  "uang  pelicin."  Oleh  karena  itu,  penyederhanaan

prosedur birokrasi dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi

kunci untuk mengurangi korupsi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah salah satu contoh reformasi birokrasi yang

berhasil diterapkan di banyak daerah di Indonesia. Melalui sistem ini, masyarakat dapat

mengurus berbagai jenis  izin dan pelayanan publik lainnya di satu tempat tanpa harus

melalui  prosedur yang berbelit-belit.  Sistem ini tidak hanya memotong rantai  birokrasi,

tetapi  juga  mengurangi  interaksi  langsung  antara  pejabat  publik  dan  masyarakat,

sehingga mengurangi peluang untuk terjadinya suap.

Kesimpulan

Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  khususnya  dalam  administrasi  publik,  menghadapi

tantangan yang kompleks,  mulai  dari  lemahnya penegakan hukum, budaya korupsi  yang

mengakar,  hingga  kurangnya  transparansi  dalam  birokrasi.  Namun,  melalui  penguatan

lembaga antikorupsi, digitalisasi layanan publik,  peningkatan partisipasi masyarakat, dan

reformasi  birokrasi,  tantangan-tantangan  tersebut  dapat  diatasi.  Implementasi  strategi-

strategi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum,

serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan administrasi publik yang bersih

dan transparan di Indonesia.
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